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PEMKSANMM KER%NG&NAN BEBAN SERT&
PEMBEBASAN PEMBAYARAN PAJAX BUMI ﬁﬂ%
:BANGUNAN SESUAI KEMAMPUAN WAJ%B PAJAK

-_;__;Anna Erhyana: g LY

Penez‘apaiz- esamya"Pajak--Bumz dan Bangun-
an (PBB) dan pelaksanaan pemunguiannya ha-
rus memperhatikan kemampuarz ekonomi‘dan
daya pzkul wajib’ pajak. Wajzb ‘pajak vang
secara: ekonoinis” widak mampu melunasinya -
perlu. mempemlek iennganan pembayaran pa-
Jak tersebur “Oleh ‘karena ity dalam pelak-
sanaan -peng ajuan “keringanan atas beban
PBB, wajib pajak harus ‘mendapat pelayanarn
yang baik dan pengajuannya dzpemmbangkan
secara adil oleh “aparat perpajokan.” Wajib
pajak yang merasa tidak puas atas putusan
aparat  perpajakan dapat mengajukan
perselisihan perpajokannya kepada PTUN.

"Pendﬁhnluan A

Seperti pada umumnya perpajakan di Indonesia, Pajak Bumi dan Ba-
ngunan dilaksanakan ‘sebagai pengabdian masyarakat- untuk pemb:ayaan‘
negara dan pembangunan nasional, tetapi dalam pelaksanaannya harus pula
diperhatikan kemampuan ekonomis masyarakat itu sendiri dalam kewajib-
annya membayar pajak oleh ‘karenanya dalam menétapkan besarnya Pajak
Bumi dan Bangunan harus disesuaikan pula dengan-daya pikul ‘wajib pajak.
Penetapan pajak yang terlatu besar dan tidak sesuai: dengan daya pikul wajib
pajak, tidak akan ‘ada gunanya bahkan akan memberikan dampak negatif
dalam bidang ekonomi. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan Pajak Bumi-dan
Bangunan perlu mempemmbangkan aspek kemampuan ekonomis serta daya
bayar dari Wa_]lb pajak yang dikaitkan dengan mla: r111 dari objek pajak itu
sendiri.
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A. Peiaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
i Dengan Meninjau Nilai Riil Objek Pajaknya
: Dan Txmbu]nya Hutang Pajak -

* ‘Dasar pengenaan Pajak ol A Bangunan'ditenmkan atas dasar nilai
~ jual objek pajak terhadap bumi dan bangunan atau nilai riil objek pajaknya,
yang standard penentuannya didasarkan pada harga rata-rata yang diperoleh
dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Hal ini tidak sering terjadi
;pada-suatu---tempat-dan bxla terjadipun berlangsung dalam _;angka waktu yang

sebht maka dagunakan cara lain yaztu dengan memban»
arga dengan objek lain yang sejenls dengan objek yang bersang—

merupakan sesuatu metoda penentuan, nalax rul Ob_]@k tersebut R
eia_m itu ada pula metoda lain untuk menentukan standard penentuan
: al ‘objek pajak yang merupakan nilal riill objek Pajak Bumi_ dan
Bangunan selain dua metode sebelumnya, yaitw seperti yang disebut dalam
pasal 1-Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangun-
an, adalah nilai perolehan baru atau nilai jual pengganti, kedua metode
tersebut tidak dijelaskan amnya dalam undang-undang melainkan hanya
:dibenkan definisinya. - -
““Adapun definisi dari keduanya adalah
Milai perolehan baru, yaitu:
Suatu pendekatan/metoa’e penentuan nilal jual suatu ebjek dengan cara
menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pajok
tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyu-
« sutan berdasarkan kondisi fisik objek rersebut.!
Nilai jual pengganti, yaitu "suatu pendekatan/metoda penentuan nilai jual
suatu objek pajak_yang didasarkan pada hasil. produksi objek pajak
tersebut” .. -
-Setelah nilai riil objek pajak inj dzketahux maka seian}utnya dapat
d;tetapka_n nilai jual kena pajaknya yang kemudian menimbulkan utang pajak.
- -Saat terhutangnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak ditetapkan secara
pasti -oleh undang-undang, akan tetapi sebenarnya ada dua teori yang
diterapkan dalam menentukan terhutangnya Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu

' Rochart Soemitro, Pajak Bumi dan Bangunan, Cet. ke-3, Bandung: PT. Eresco, 1989, hal. 6.
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_ ajaran material dan ajaran formal.? .
- -Menurut ajaran material hutang pajak tersebut tlmbul dengan sendlrmya _
karena terpenuhinya tatbesiand atau terpenuhinya keadaan yang telah diten-
tukan oleh ‘undang-undang, ‘artinya-bahwa ‘untuk timbulnya hutang pajak .
' tidak dlperlukan ‘campur tangan-atau perbuatan dari-pejabat: pajak; ‘asalkan
-syarat syarat yang ditentukan’ undang-undang telah terpenuhl ‘hanya dalam
ajaran ini terdapat kelemahan, yaitu pada saat hutang pajak tu timbul belum _
= diketahm dengan pasti berapa besarnya hutang pajak tersebut. _
g Menufut ‘ajaran formal, hutang ‘pajak tersebut baru" txmbul sete}ah- -
annya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi selama belum ada ‘surat
ketetapan pajak, maka belum timbul hutang pajak, walaipun ‘Syarat-syarat
menurut undang-undang telah dipenuhi. Di‘sini'saat timbulnya hutang pajak
sudah- diketahui berapa besar hutang pajak tersebut; hanya dalam pelak-
sanaannya dlkhawatxrkan menimbulkan masalah sebab dapat terjadi besar
hutang pajak yang ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya,
--._--Dengan melihat pasal 11 ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan ‘Bangunan yang menentukan bahwa pajak terhutang
harug dilunasi selambat- lambatnya enambulan sejak tanggal diterimanya Su-
rat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh Direktorat Jenderal Pajak,
terlihatlah bahwa’ Undang~Undang Pajak Bum: dan Bancunan condong me-
mandang bahwa ajaran formal lebih tepat.

' Mengenai tempat’ terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dalam pasal 8
ayat'3. ditentukan bahwa untuk daerah’ Iakarta pajak tersebut terhutang di
wilayah'Daerah Khusus IbukotaJakarta, ‘sedang untuk daerah lainnya di wi-
layah Kabupaten Daerah Tingkat 1I atau Kotamadya I)aerah Tingkat II tem-
pat objek kena pajak tersebut S

Besarnya pajak terhutang dapat dihitung dengan cara mengaltkan tarif
pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak, sedangkan dasar penghitungan pajak
terhutang untuk masing-masing wajib pajak sésuai dengan usaha pada prin-
sipnya-sama, yaitu dengan berpedoman pada klasifikasi atau nilai jual tanah
dan banguncm yang ada. Untuk klasifikasi objek: pajak tersebut ada beberapa
faktor yang harus diperhatikan;’ antara lain:’

a. Padatanah, letak tanah, peruntukan, kualitas kond:s: lmgkungan dimana
tanah itu berada, serta sarana-sarana iam yang mempengaruhi nilai

' “‘tanah tersebut. :
b.  Pada bangunan, bahau—bahan yang dlgunakan pada bangunan tersebut,
X rekayasa kuahtas Iokasx bangunan kondm lmgkungan dzmana bangun—
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-an tersebut berada dan faktor lain yang mempengaruhl nilai bangunan
tersebut - :

=z_;l::\upun dasar perhztungan pajak tersebut sama, tetapi cara. perhx-

-tungannya ada kemungkinan berbeda-beda, hal ini disebabkan adanya

kemungkman perbedaan jenis ketetapan yang diterbitkan. Ada tiga jems surat

ketetapan pajak yang berlaku dalam praktek, yaitu: : ST

. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) G

Surat Pemberitahuan Pajak - Terhutang ‘adalah suatu surat yang-: dlter~

bitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, untuk memberitahu besarnya pa-

..-jak terhutang pada wajib pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
-+ .ini diterbitkan atas dasar Surat Pemberitahuan Objek Pajak

2. :.:-.Surat Ketetapan Pajak (SKP)

_Surat Ketetapan Pajak ini diterbitkan oleh Dlrektur 3 enderal Pajak. untuk

memberitahukan besarnya ketetapan pajak yang harus dibayar oleh.wa-

. jib. pajak dalam waktu satu bulan sejak Surat Ketetapan Pajak tersebut

’ o :dltenma Surat ketetapan ini diterbitkan apabila wajib pajak - tidak

:_mengembaiikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak dalam waktu tiga pu-

....Juh hari sejak ia menerima blanko Surat Pemberitahuan Objek Pajak

; _tersebut atau apabila berdasarkan hasil pemeriksaan maupun keterangan

lain ternyata jumiah pajak terhutang lebih besar dari pada jumiah pajak

- ...yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang di-

. . sampaikan oleh wajib pajak. Dalam hal wajib pajak tidak mengemba-

. likan Surat Pemberitahuan Objek Pajak dalam waktu yang telah diten-

.__.tukan .maka besarnya pajak terhutang telah ditetapkan, antara lain untuk

pokok pajak dan denda administrasi sebesar 25% dari pokok pajak.

. Besarnya pajak terhutang akibat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak

.. yang dikarenakan informasi yang disampaikan wajib pajak berbeda

- dengan keadaan yang sebenarnya, maka besarnya pajak terhutang ter-

.~ -sebut meliputi selisih hutang pajak ditambah denda administrasi sebesar

- 25% .dari selisih pajak terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan dan

berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang dlsampaxkan Wajlb

- pajak. - < : : :
3, Surat Tagihan Pajak :

Surat tagihan pajak ini dlterb:tkan oieh Direktur Jenderal Pajak untuk

menagih pajak terhutang yang tidak dibayar dalam waktu yang diten-

- tukan termasuk denda administrasi. Jadi ini merupakan surat tagihan

terakhir setelah kedua surat tagihan sebelumnya tidak dihiraukan dan

bila tagihan tersebut juga tidak dibayar sesuai dengan waktu yang
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ciapat ditagih dengan surat paksa yanc akan berakhir dengan penyitaan
dan peielangan harta mzl:k waij pa)ak

Pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ini pertu pula mem-
perhatxkan kemampuan wajib pajaknya, hal ini sebenarnya telah juga ditun- _
jang oleh peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Pajak Bumi dan Ba«
nounan undang-undang tersebut menyatakan bahwa wajib pajak dapat meng-
an keberatan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dmemmanya_ _

ban pajak dan Direktur Jenderal Pajak harus memberi kepui‘usaxa '
atas keberatan yang dlajukan Wa_}lb pajak dalam jangka waktu dua be :
bu!an SQ}E’Lk tanggal surat keberatan diterima.

“Dengan adanya ketentuan mengenai pengajuan keberatan ini, dxharapkan
masyarakat wajib pajak akan lebih mendapat keadilan dalam pembayaran pa-
jak yang dihubungkan dengan kemampuannya dan dengan demikian bagi ma--
syarakat sebagal wajib pajak yang merasa tidak seimbang antara pendapatan
dengan pdja‘{ yang harus'dibayarnya, dapat mengajukan keringanan atau bah—
kan pembebasan dari Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

Masyarakat yang sudah tinggi tmgkat kesadaran berwarcanecaranya
biasanya akan berpartisipasi dalam membayar pajak termasuk Pajak Bumi
dan Bangunan. Kesadaran membayar pajak tersebut merupakan salah satu
aspek kesadaran berwarganegara-dan kesadaran membayar pajak ini sebs-
narnya dipengaruhi puia oleh faktor’ tarif pajak itw sendirt, bila tarif pajak
tersebut rendah maka kemungkinan para wa_;;b pajak akan meiuna51 pajaknya
akan ‘lebih besar, pendapatan negara dari pajak tersebut digunakan untuk
pembdngunan Akan tetapi Pajak Bumi dan Bangunan yang didasarkan pada
nilai tanah dan bangunan yang ada di atasnya, bila wilayah tanah tersebut"
telah mempunyai akomodasi dari hasil pembanounan maka harga akan naik
dengan demikian nilai tanah tersebut akan naik pula, akabatnya Pajak Bumi
dan Bangunan dari tanah dan bangunan tersebut akan naik pula. Hal ini
sebenarnya merupakan hambatan bagi pembangunan itu sendiri, sebab dalam
prinsip pembangunan negara Indonesia yang ‘didasarkan pada Pancasila ada-
lah pembangunan yang bertujuan uniuk’ mensejahterakan setiap penduduk dan
agar setiap rakyat Indonesia mempunyai tempat tinggal yang layak.

Dilihat dari segi pembangunan nasional, sebenarnya pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan yang didasarkan pada nilai tanah dan bangunan akan ku-
rang serasi dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Oleh karenanya dalam
era pembangunan ini perlu ditinjau kembali pelaksanaan pungutan Pajak
Bumi dan- ‘Bangunan. Memberi keringanan pada subjek pajak yang merasa
berat atas’ meningkatnya Pajak Bumii dan Bancrunan yang harus dibayar yang
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janda mantan pegawai maupun pensiunan pegawai yang mempunyai rumah
yang hanya untuk didiami otehnya beserta keluarganya. Hal tersebut dialami
‘pula-oleh beberapa pegawai yang membeli rumahnya secara dicicil selama
ieblh kurang dua puluh tahun. 4 -
Bzia ‘melibat pada pembangunan nasxonal yang bertuj Juan untuk member1~
-kan 3-kesejahteraan yang merata bagi tiap rakyat Indonesia, termasuk ‘agar
] -orang dapat memilih tempat tinggal yang layak baginya, maka Keri-
_ nganan beban . pembayaraa Pajak Bumi dan Bangunan sangat diperlukan
Oleh. karenanya dalam pelaksanaan proses.pengajuan keberatan atas beban
?ajak Bumi dan Bangunan oleh wajib pajak haruslah mendapat pe]ayanan
yang baik oleh petugas perpajakan Bahkan seharusnya keringanan .yang
diberikan pada wajib pajak ini dipertimbangkan dengan adil. Bila terjadi
ket;dakpuasan karena pemberian keringanan tersebut dirasakan masih terlalu
memberatkan dapat mengajukan banding agar wajib pajak tersebut menda—
patkan beban pembayaran . Pajak Bumi dan Bangunan yang sesuai dengan
pendapatan yang diperolehnya. Tetapi dalam kenyataannya, bila pengajuan
keberatan tersebut telah diterima dan telah diputuskan besar keringanannya,
maka wajib pajak tidak dapat lagi mengajukan banding sebab keputusan dari
Direktur Jenderal Pajak tersebut dianggap sebabai keputusan yang final..
L Mehhat permasalahan tersebut sebenarnya pelaksanaan keberatan atas
Pd}&k Bumi dan Bangunan tersebut kurang memenuhi keadilan bagi masya-
rakat wajib pajak, sebab dapat saja seorang janda yang menempati tanah dan
baﬁgunan peninggalan suaminya merasa sangat berat atas beban Pajak. Bumi
dan Bangunan yang harus dibayarnya walaupun telah mendapat kermganan
hal ini karena keringanan yang dlperoiehnya tidak besar sedangkan pengha-
- &ﬂannya yang bergantung pada hasil pensiunan suaminya masih kurang untuk
membayar beban pajak tersebut. Di lain pihak oleh sebab tertentu nilai tanah
dan bangunan miliknya meningkat. i

- B. Pelaksanaan Keringanan Beban
. dan Pembebasan Pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan Dengan Meninjau Kemampuan Ekonomis
dan Daya Bayar Wajib Pajak

. Dalam negara yang mencita—citakam_ kesejahteraan bagi rakyatnya, sewa-
jarnya bila negara tersebut tidak terlalu membebani rakyatnya terutama yang
kurang mampu untuk membiayai kegiatan pembangunan termasuk beban
pembayaran pajak. Indonesia sebagai negara yang bercita-cita seperti-itu
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- "3__mempunyal dan/atau menggarap tanah, padahal-tidak semua wajib pajak: fer- -

' 's_eharusnya hal ini'ditopang pula dalam pelaksanaannya;: L
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salzh satu pajak yang cukup o
' '_empunya; andil: dalam pembangunan nasional, pajak ini dikenakan: pada .’
- seluruh rakyat yang mempunyax dan/atau menggarap tanah. Walaupun peng-
' has lan dari pajak ini cukup penting bagi pembangunan nasional tetapi karena -
'_'peng aan - bebannya dibebankan .pada seluruh ‘rakuatiIndonesia yang

-sebut mampu untuk dibebani pajak ini; maka: agar tidak terlalu membeba
wajib pajak-tersebut perlu diberi keringanan dengan memperhatikan kemam:
~‘puan‘ekonomis wajib’ pajaknya. Ditinjau dari segi-ekonomis Pajak Bumi dan
Bangunan merupakan jumlah yang mengurangi ‘penghasilan wajib pajak.
Gbjek “pajak -tersebut belum’ tentu ‘mengeluarkan hasil ‘dalam hal’ hanya
diginakan -sebagai ‘tempat- ‘tinggal 'sendiri, sehingga Pajak ‘Bumi .dan
Bangunan tersebut dibayar dengan menagunakan pendapatan yang diperoleh
- dari-hasil:lain, yang pada akhirnya mengurangi'daya beli seseorang. Oleh...
karena itu perlu diperhatikan objek Pajak Bumi dan Bangunan yang bagai--
mana-yang dituju dan bilz melihat dari kenyataannya maka objek pajak yang
dimjﬁ untuk dikenakan sebenarnya adalah objek pajak yang mempunyai man-
faat:ekonomis ‘dalam arti dapat menghasilkan.: Dilihat dari sifatnya Pajak
Bumi :dan Bangunan merupakan ‘pajak kekayaan yang-harus dapat dibayar
dari hasil-yang dikeluarkan dari kekayaan tersebut dalam hal ini objek Pajak
Bumi:dan Bangunan. Tetapi karena objek tersebut tidak dapat menghasilkan
maka beban pembayarannya diambil. dari penghasilan lain wajib pajak. Hal
ini dirasakan tidak adil bahkan tidak manusiawi sebab dengan demikian akan
mengikis:-harta: kekayaan itu-sendiri. Oleh “karena 'itu- seharusnya dalam
pengenaan-atau-penagihan pajak-dilakukanssecara luwes; dalam arti harus
melihat-keadaan wajib pajak apakah dalam keadaan menerima-uang dan telzh
tercukupi kebutuhan pokok sehari-harinya selain‘itu pengenaan pajak ini jugd
didasarkan ‘pada asas*"ability to pay otau ‘kemampuan:-membayar- sese-
orang” dimana dalam pengenaan objek pajak tersebut perfu dilihat keadaan
keluarga maupun kekayaan dari-wajib.pajak:-Jadi dalam pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan selain periu dilihat’ kemampuan ekonomis wajib pajak-
nyajuga harus didasarkan pada daya‘bayar wajib pajaknya:Karena itu dalam
pelaksanaan Pajak Bumi dan:Bangunan secara tidak langsung akan mempe=
ngaruhi‘pendapatan seseorang, dimana pajak-ini-dapat dikurangi dari peng-
hasilan bruto-untik: mehentukan besarnya penghasilan kena pajak sebagai-

e Soelnsno, Dasar—Dasar Hukum Keuangan Negara Cel ke i Yogyakarta Bagxan Penehtwn F.E'
Gajah'Mada, 1981, hat. 124, 5 .
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mana dimaksud:dalam pasal:6 ayat.I huruf a Undang-undang No. 7. tahun
1583 tentang Pajak  Penghasilan,-sepanjang - tanah ‘dan bangunan tersebut
mancrhasﬁkan atau_menjadialat perusahaan. Akan tetapi bila tanah- dan
bangunan tersebut tidak menghasilkan, maka pendapatan seseorang sebaga;
wajib,pajak kemungkinan tidak melebihikebutuhan pokoknya. Dengan demi:
kian' wajib pajak. tersebui.tidak memiliki daya bayar Pajak Bumi-dan
Bangunan -maka halini akan menimbulkan persengketaan dalam hukum, di
satu'pihakkemampuan ekonomi wajib pajak sulit untuk dipakai melunasi
kewajibannya tetapi: di-lain pihak demi kepastian hukum pengenaan Pajak
‘Bumi:dan “Bangunan yang didasarkan pada nilai-tanah dan bangunan yang
dikuasamya merupakan kewajiban. yang harus dibayar. _
. Meéngingat tujuan’'pembangunan nasional untuk memberikan kesegahv
teraan. yang merata secara'nasional, serta agar setiap rakyat memiliki tempat
tinggal, ada baiknya bila pemerintah untuk maksud itu memberi kelonggaran
pada setiap warga negara:di bidang Pajak Bumi dan Bangunan agar setiap -
-warganegara dapat tanpa banyak rintangan memiliki sebuah rumah tinggal
yang tetap. Kelonggaran tersebut: dapat diberikan dengan cara memberikan
keringanan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kemampuan. eko-
nomisnya, seseorang yang tidak mempunyai uang yang lebih besar atau.daya
bayar vang besar; maka ia tidak akan mampu membayar pajak tersebut, olsh
karenanya - selain keringanan ada baiknya bila kelonggaran tersebut: juga
berupa pembebasan beban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tersebut:
- Mengingat pasal 6 ayat I huruf a'Undang-undang No. 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan, maka beban Pajak Bumi dan Bangunan ini dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan besarnya penghasilan
kena pajak, sepanjang bumi dan bangunan di atasnya -menghasilkan atau
dijadikan tempat usaha. Di sini memang beban pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan: yang dikenakan pajak tersebut dapat menghasilkan asalkan peng-
hasilan dari tanah-dan bangunan tersebut cukup memadai. Akan tetapi bila
tanah serta bangunan yang dimilikinya tersebut tidak menghasilkan karena
hanya digunakan untuk tempat-tinggal sendiri, maka Pajak Bumi dan Ba-
ngunan-yang dikenakan akan merupakan beban yang dirasa berat. Karena itu
dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan sangat diperlukan pertim-
bangan untuk diberikannya keringanan beban pembayaran pajak tersebut. -
Dalam Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan pada pasal 3 ayat 3,
ditentukan bahwa batas nilai jual bangunan yang dibebaskan dari pajak
tersebut adalah sebesar dua juta rupiah, hal ini dengan maksud agar rumah-
rumah rakyat kecil tidak terkena Pajak Bumi dan Bangunan, akan tetapi
batasan tersebut tidak diberikan untuk tanah rakyat. Seorang petani yang
mempunyai sebndang tanah yang luasnya tidak seberapa dan ditanami dengan
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jagung mxsalnya harus pula membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut o
~-padaha :-'.petam tersebut hanya bexpenghasx!an dars. tanaman _;agungnya-
o ter ' :

o Unéukﬁztu selam telah dlbenkan batasan m]ai jual bangunan yang tidak:' ;'
kena pajak__oleh pasal 3 ‘ayat 3 Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan;

: dlbef_ an"'pula batas tanah yang dlbebaskan dan bebaﬁ. Pajak Bumx dan.
: .Bangunan et

antara pemermtah dalam hal ini aparat perpa_]akan dengan warga masyarakat-_'
yang menjadi wajib pajak, maka perlu’ada penyelesaian, Sebagal masyarakat
yang hidup di-negara yang berlandaskan hukum, maka penyelesaian-penye-
lesaian tersebut ‘haruslah’ berdasarkan :pada hukum - pula. Di Indonesia
penyelesaian: masalah ‘perpajakan- dapat dilakukan dalam beberapa instansi
antara:lain penyelesaxan perkara yang dilakukan oleh instansi administrasi
yang mamh termasuk dalam ‘organisasi-Direktorat Jenderal Pajak yang
disebut juga sebagai peradilan administrasi tidak murni, selain itu ada pula
penyelesaian perkara pajak yang ‘dilakukan oleh instansi yang ada di luar
struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak yakni Suatu instansi pengadilan
yang berdiri sendiri dalam hal ini Majelis: Pertimbangan Pajak dan dengan
dmndanckannya Undancr-undang No. 5 Tahun 1986, maka masalah penyeie—
saian perkara pajak ‘ini dapat pula diteruskan pada peradilan 4ni. ‘
“Biladiperhatikan sebenarnya lembaga penyelesaian persengketaan perpa-
jakan ini telah-ada sejak lama. Pertama kali peradilan administrasi pajak'di
Indonesia diadakan pada tahun 1915 berdasarkan ‘Ordonansi 11 Desember
1915 'dan peraturan peiaksanaannya Peradilan perpajakan tersebut berada di
bawah-kekuasaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kemudian ordonansi
tersebut beberapa kali berubah-sampai akhirnya dengan dikeluarkannya suatu
Ordonansi pada tahun 1927 tentang “Raad van Beroep voor Belastingzaken”
yang dibentuk dengan "Ordonantie tot Regeling van het bereop in het bereop
in. belastmgzaken" "Staatsblaad” No. 29 tahun 1927° dan diberlakukan di
Indonesia sejak ‘Mei 1927 oleh Gubernur Jenderal ‘Hindia Belanda. “Raad
van Beroep voor Belastingzaken " tersebut pada saat sekarang dikenal dengan
nama’ Majelis ' Pertimbangan Pajak dan “"Staarsblaad” No. 29 tahun 1927
merupakan dasar. termptanya iembaga peradllan Majehs Pertlmbangan Pajak
tersebut, - S EEHE Tty _ :

* Seetome, "Pelayanan Permohonan Keadilan Perpajuk {Makaiah dlsampalkan pada Forum Kapan
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 dalam prakteknya: dengan- menggunakan pératuran pelaksanaan B
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Dan sejarah - terjadinya peradilan administrasi perpajakan tersebut
_dapatlah dilihat bahwa sejak ‘dulu di-Indonesia telah ada suatu iembaga
,peradiian administrasi di bidang perpajakan, peradilan tersebut ternyata
berada di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal bukan berada di bawah kekua-
saan kehakiman, dengan demikian kekuasaan peradilan perpajakan tersebut
berada d1 ‘bawah pemermtah atau sama dengan di bawah eksekutif bukanlah
i bawah judikatif. Hal ini menjadikan-dasar dari Majelis Pemmbangan
Pajak untuk tetap berada di bawah kekuasaan eksekutif dan bukan berada i

- 'bawahjudikatif. Akan tetapi dengan berlakunya: Undang-undang tentang

Peradllan Tata Usaha Negara, maka membuka peluang untuk menyelesaxkan
permasaiahan perpajakan pada lembaga peradilan tata usaha negara tersebut,
.Dengan diundangkannya undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, maka bagi anggota masyarakat yang telah menantikan adanya per«
‘adilan admlmstras1 negara yang berwenang memutuskan persengketaan kepu-
tusan administrasi negara akan memberi harapan bagi masyarakat tersebut,
harapan tersebut juga termasuk harapan masyarakat agar dapat menyelesai-
kan. permasalahan perpajakan tersebut pada peradilan tersebut. Sebab itu
sudah:-sewajarnya masalah peradilan perpajakan baik peradilan perpajakan
yang merupakan peradilan administrasi negara yang berada di bawah kewe-
nangan eksekutif maupun peradilan yang berada di bawah kewenangan judi-
katif. seperti halnya Peradilan Tata Usaha Negara lebih diperhatikan lagi. Ani
menyangkut keadilan serta berhubungan dengan kemakmuran masyarakat. -

-+ Bagi.masyarakat, peradilan-peradilan tersebut sangat penting terlebih
dengan terbukanya peluang penyelesaian sengketa perpajakan untuk disele-
saikan pada Peradilan Tata Usaha Negara, sebab masih banyak penyelesaian
masalah - persengketaan. perpajakan yang ternyata tidak tercakup dalam
kewenangan.Peradilan Administrasi Perpajakan yang telah lama ada sebe-
lumnya. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bahkan membuka
kemungkinan untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan. yang telah
diputuskan oleh Majelis Pertimbangan Pajak yang dianggap tidak memuaskan
oleh- wajib-pajak. -Untuk itu perlu diperhatikan pula kedudukan Majelis
Pertimbangan Pajak dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara tersebut,
sebab.ternyata menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dalam pasal 2
undang-undang tersebut mengenai pengecualian yang termasuk dalam kepu-
tusan Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah menyebutkan bahwa keputusan-
keputusan yang diterbitkan oleh semua aparat perpajakan termasuk keputusan
administratif termasuk dalam pengecualian tersebut, ini berarti keputusan-
keputusan yang diterbitkan aparat perpajakan tersebut dapat diajukan dan
dlputmkan oleh Peradzkan Tata Usaha Negara
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kermganan maupun pembebasan beban Pajak Bumi dan Bangunan selain
dapat - diselesaikan ‘dalam peradilan’ administrasi ‘yang berada di bawah .
~ kewenangan eksekutif dalam arti tidak berada di: bawah Mahkamah Agung
(Judikatif), dapat puIa d;selesalkan pada Peradilan Tata Usaha Negara yang :
berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
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